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Undang-undang Memor 5§ Tghun 1974 sentang Pokok

pckgk Psmerintahan di Dasrah:

Undang-undang MNomor 12 Tahgn 1850 tenktang
Pembentukan yaerah - DPgerah Xabupaten dalam
lingkungan Propirs1 Jawa Timur, jJuncte Undang-
undang Nomer 2 Tahun 198E tentang Parupahen batas
Wilayah Ketapraja Surabays dan Daeran Tingkat 11

o

urabays;
Undang-undang Meomer 132 tahun 1980 tentang Jalan:
Undang-undang HMNomor 14 tahun 1992 tentang Lail
Lintas dan Angkutam Jatan:
Peraturan Femerintzh Nomer 26 tahun 1985 tentang
Jatamn;
Peraturan FPemerintzh Momer & tahun 1988 tentang
Kogrdinast kegiatan Instans: Vertikal g1 Daesrah;
Peraturan Pemerintsh Momer 22 tshun 19490 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemeritahan dalam
Bidang Lalu lintas dan Anghkuta Jalan kepada Daerah
Tingkat I dan Paersh Tingkat 11l:
Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 19
Penyelenggaraan Otonomi Dagrah de
terat pada Dasrah Tingkat 11;
Peraturan Pemeraintah Nemor 41 Tghun 1392 tentang
Angkutan Jalan;
Peraturan: Pemerintah Nomor 42 Tahur 1992 tentang
Pameriksaan Xendarsan Sermoteor 41 jaldan:
Peraturan Pemerantah Momor £3 Tshun 1993 tentang
Prasarangd dsn Lsiu Fintas Jtalan:
graturan Pemerintah Momor 24 Tahun 1993 tentang
endaraah dan Pengemudi;
eraturan Pemerintah Momer & Tahun 14988
Ssbagisn Urusan Pemerintah ke
nam) Daerah Tingkat [1 Percento
sama Msntari Uplnesan. dan  Mehter:
1290 dan Nemor 85
Peratdran
ang Penysrahsn
Sidang Laju
Caersh

97 tentang
pgan -titik
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i dan Dearah Tingkst 11;
an Mentera Dalem Megerd Momor 29 fshur 1882
Pedeman Organ i Binasg bBasrah;

n Mantary Pe Hngan Momer KM O 82 Tahunp
ang Psr r n-Ambang Batas Laik Jalan
et gandengan, Kerety
Kk Mugtan serts Komponen-
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Menmteri Pgrhubungan Nomor KM 71 Tahun
tang Pengujtan Berkala Kendarzan Bermotor:
M=ntert Parhubungan Nomor KM 81 Tahun
15 Pengujran Tipe Kendaraan Bermotor:
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Keputusan Menteri Dalam Meger: Nomor 24 tahun 12232
tentang Bentuk Peraturan ODzerah dan Peraturan
Dasrah Perubahan:

Keputusan Menter: Dalam Negeri MNomor 81 tahun 1993
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dipas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat 1
gan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat 11;

Keputiusan Menter: Dalam Negeril Nomor 97 tahun 1393
tentang Pola Organisasti Dinas Daerah:

Keputusan Mentert Dalam MNegeri Nemor 105 tahun
1994 tentang Pelaksanaan Proyek Otonomi Daerah
pada Deerah Tingkat 11:

Peraturan Daerah Propins: daerah Tingkat [ Jawa
Timur Nemor 1 Tahun 1995 tentang Penyershan
sebagran Urusan Pemerintah Propinsh Dasgrah
Tingkat | Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Pekerisan Umum, Pariwisata,
Pertambangan, Tenaga Kerja, kepada Pemerintah
rabupaten Daerah Tingkat 1l Sidoario;

Keputusan Gubernur Kepals Daerah Tingkat 1 Jaws
Timur Momor 243/P Tshun 1995 tentang Pengesahan
Peraturan QDaerah Ksbupaten Daeranh Tingkat 13
Sidearic Nomor 9 tahun 1995 tentang Organisssi dan
Tata kerje Oinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Paerah Kabupaten Dasrah Tingkat Il Sidoaric;
Peraturan [Deerah Ksbupaten Daerah Tingkat 11
Sideoaric Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organsas: dan
Tata HKerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalsn
laerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sidoaric;
Keputusan Bupett Kepala Daerah Tingkat 11 Sidearje
Nemor 580 Tahun 19895 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinghkat 11
Sidoar)jo Nomor ¢ Tahun 1895 tentang Organsasi dan
Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daeargh Kabupstan [zersh Tingkat !! Sidoarjo.

Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Kabupaten Daerah

MEMUTLEXARN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ODAERAH TINGKAT 1l SI1DOARJO
TENTANG PENGOPERASIAM KENDARAAN BERMOTOR DIBIDANG

PEN

GUJIAN DI KABUPATEN DAERAM TINGKAT 11 SIDOARJO.



Fassl 1
Datam Peraturap Dgerskh 8% vEng dimaksud
dengan
a, Daerah, adalah Makibpaten [aerah Tingkat I1

s
-

B

S1degarjec;
Pemerintah Dserah, adalah Pesmerintsh Kabupaten
Daerakh Tingkat 1l Sidesarie;

Kepsla Pasrah, adalah Bupaty HKepala Daerah
Tingkat 11 Birdoar;e;

Dinas alu Lintas dan Angkutsan Jalsn Daerah,
adalah Dipas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Sideoarjo;
Kepala Dinas talu Lintas dan Angkutan Jalan
Qacrah, adalah Kepala Dinas Lslu Lintas dan
Angkutan Jalan Casrah Kabupaten Dasrah Tingkat 1l
Siydoarjo;

Jalan, adalan jalan yang diperuntukkan bagr Lalu
Limtas Umum;

Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat pergerak
di jalan, tergdiry dari kendaraasn bermotor -atau
kenderaan tidak bermotor;

Kendaraan Eermeteor, sgalah gendarasn yang
digerakkan oleh paralatan tehnik yang bersds pads
kendaraan Tius
Kendaraan kh

-
i

kendaraan bermotor
bermotor untuk

metor untuk barang

parluvan khusus

ng khusus;

& kKendaraan ermoter

pergunzkan cleh  umum
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Tgh kengs fn
Bermotor Wa {431, adalah kendaraan
kergtz Sshnd an, kereta tempelan dan
khusus yang droperssikan d1 jalan;
Keridaraan Besrmcter, sdslah sesrangkaian
menguj1 dan/atau memeriksa bagian—-bagian
an bermotor, kersta gandengan, keretis
dan kendaraan khusus dalam rangka
an parsyaratan teknis dan latk jalang
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a tor sebagaimana dimaksud
kukan terhadsp mebil barang

slam gust 1 g 1a =
melalul rekemendasi peruntukan mobil barsng sebagai
kendaraan umum stsy tidsk umum:

Peruntukan kendaraan bermeter sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal inr gilszkukan terhadap mobil  bus
atau mebi1! penumpang melalul rekomendas) trayek
kendarsan umum atau trdak umum:

Untuk mepetapkan dipenubhinya persyaratsn tsknis  dan
laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
it dt lakukan penelitian beérupa pengujiasn vyang

iy lakiukan secara berkala:

Pemi]ik atau Pemegang kendaraan wajib melaperkan dan
mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksanz pengujian
untiuk dijadwalkan waktu engujiannya selambat -
lambatnya 1 (satu) bulan sebalum habis masa
cerlakunya Wiv:

Penetapan peruntukan dan penguiian kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud ayst (2), (2), (4) dan ayst (5)
Pasal 1int dilaksanakan oleh Dinas Laly Lintas dan

Angkutan Jalan Daerah sesuay dengan pedeman teknis
ang telzh,ditetapkan Kketentuan perundang-undangan
yang berlasku;

Pasal 2

N dan pengyjian kendaraan bermotor
ug dalam Pasal 2 Peraturan Daersh
s permchenan yang bersangkutan
' sMrat-=surai sabzgal Ketersngan
rasn bermotor vang dekan ditetaoksn

(1
=i T
it
-3
ho
fw
i
=
-
b =
b

gimana dim
gi t=kukan
ngsEn  omenuniuk
Tengkspsen kend
- T ;

=
Lo ]

f fe et o

motier yang pada pengujis
=K an laik jalan, dj
Ui besrupa buku uji dan tand

0
bt
51
141l
=
I

daraan bermetor yang telah dinyatakan
an mempereleh tanda bukti lulus uid
]

8
(=
.

) = LT -

imaksud pada ayat (2} Pasal ini harus
gan  tands samping  yansg dilaksanaks

By ¢n fm
{7}
3

7w

T R
L

=R

LI B

Lo R v S (S
g, bl

vangka wakty berlakunys Uyt tercantum daiam buky dan
tanda wuj3 serta tanda samping adalsh paling lama &
{enam) bulan;



Pread 2

{1} Kendaraan bermctor wajib Uil yang dinyatakan tidak
Twlus w3y secars tertulis ‘dapst dimintakan Ui
ulangan sstelah dipenuhi persyaratan teknis dan laik

L
jatan yang berlakuy;

(2} Pemilik atau pemegang kendarsan dapdat mengajukan
permechenan  keberatan secars tertulis atas putusan
sebagaimana dJdimaksud pada ayat (1) Pasal ini  kepada
pimpinan petugas penguii:

=
L
e

engujian ulang dapat dilakukan =apsbila keberatan
gbagaimana dimaksud pada ayat [(2) Pesal ind diterima
tau telah dipenuhi peresyaratan teknis dan ltaik jalan
engan tanpa dipungut biaya ujy lsgi;

£ fo

Pasdl b

Dikecualikan darty Ketentuan pengujian dimaksud
am Pasal 2 Peratiuran Daerah ini, terhadsp kendaraan
ermoter baru sebaga) bBarang dagsngan dian/ataud kehdaraan
bermoter dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari bengkel umum Kendarsan bermotor.

g aAB !
METEMTUAN BETRIBUSI DAN PUMBUTAM UAMG LESGES
Pasal &

{1) Betisp pelaksanazan dan/atav pemberian polavanan di
SyeEng pengusisan Wendsrgan Bermetor di wilayah Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat 11!l Sidesrjo dikenakan
retribusy dan pungutsan uang leges)

(2} Pelayenan pengenaan retribusi sebagaimans dimaksud
pads syat (1) Pasal ini meliputi :

. ‘pEnyediaan fOrmuiirs

. PElayvansy penguiian kendarsan barmcicr;

€. pemiesrign 1Z10 pamasangan Kereta gandengsh,
tempelen fdan kengaraan khusus;

{3} Pslayanan penganaan pungutan uang lsges selgoaimana
gimabksud syst 41} pasal iy melipatd
S» pPETErETtan surat izin:
oa pengeluarsn maskahfoambar:

. 'perngambilan dokumen:
g. pemberien sertrfrkeEt:
e. pemsriksaan dan Tegalisasy surat/gambar;

rekpmendast dan/atsu persetujuan:
pengsluaran ‘surat.

Wi



{1}
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(4)

Pasal 7

Wasib retribusy dirksnaksn dalam setiap orang atag
badan yang mendapatkan dan/atay memerlukan pelayanan
sebagamang dimaksud pada asyat (2) Pasal & Peraturan
Daerah int dan diberikan bukti  pembayarsn dalam
centulk kuitangy;

Wajib pungutan uang leges dikenarkan calam setiap
grang atau badan  yang mendapstkan pelsyanan
sebagaimanyg dimaksud pada ayat (3) pasal & Peraturan
Dagrah int dan ¢diberikan bukt: pembavaran dzlam

entuk meteras leges serta dilekatkan pada naskah
atau kemasan.

rfasel &

Besarnya retribusi terhsdap pelayanan yang diberikan

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal & Peraturan

Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

g. untuk bisys pengultan kendaraan bermotor o
1) mebil bus, mebi) bBarang, traktor tanpa tempelan

sebesar BRp., 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap
sendaraan:

2) mobil penumpang umum, kereta gandenhgan dan
kereta tempelan setbesar Rp. 2.000,00 (dus ribu
rupigh} setiap kendarsan;

3) buku wji sebesar PBp. 5.000.90 (Yima ribu
rapiah} setiap kendargan;

a4y tands u3i sshesar 2,800,900 {dus ribu 1ims ratus
rupiahl setiap Kendaraan:

£, pembarian cenatapan lulus TE R sebessar
Bp. 14,000,020 (empat belass ribuy riupiah) =stiap
kendaraan; '

. pengsantian buky uld kareng hilsng atag russaé
dikengkan ©biays ssbesar Bp 25,200,020 (dega puluh
EFime miba supiahkl:

vaterlambatan mendattar 433  berkals sebagaimana

dimsksud dalam psss! 2 Peraturan Daerah ini

dikenakan biaya sebesar 50 % {1ims puluh persen) dari

Biays uj1 kendarasng

Kendarsan sudah gidaftar penguitennys tiydak datsng

tepat pads waldte yang telah ditentuksn tanps glasan

vang sah dikenakan biayas rambahan pengujiyan ssbeszar
tsatu) kalt Bisya yils

Kendaraan habis masa ujir tigak diurt berksls: tepat
waktu dikenakan tambahan bisya Uit sebesar
Bp. 10.000,00 [(sepuluh by rupigh) setirap bulan
keterlambatan.
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Pasal B

Besarnya pungutan leges terhadap pelayanan yang
giberikan sebagaimana dimaksud dalam pacsal & Peraturan
Dmerzh int ditetapkarm sebagss berikut @

g. permintaan untuk keperluan wuwji kendarzan bermotor
sehesar Rp. 2,000,000 {dux. ribuy rupiah) serta
ditempelkan / dilekatkan pada blankc permintaan uji
kendaraan bermotor:

b. permintaan rekomendasi, persetujuan dan/fatau surat
keterangan gsebesar Rp. 1.500,00 (seribu )ima ratus
ruptah) serta ditempelkan/dilekatkan naskah dokumen
ditempat pembubuhan tanda tangan Pejabat yang
mengeluarkan naskah;

C. permintaan pembayaran retribuss meteran leges
ditempelkan/dilekatkan pada tempat pembubuhan tanda
tangan pejabat yang mengeluarkan tanda bukt1
pembayaran retribusi,

Hasil penarikan retribusy dan vang leges
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor
ke ¥ac Daerah melalui Bendaharawan Xhusus Penerima dan
Penyetor pada Q1naa Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1! Sidoarje.

BAS IV
KETENTUAM PEMECAWAGAM
Pasa) 11

Pengawasan dan pengendalian tearhadap pelaksanaan
hetentuan /dgelam Peraturan Daerah ini secara teknas dan
gperasional goitugaskan kepada Kepala Dimas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Daersh,

{1) Pelanggaran terhadapg &stentuan—ketentuan dalam
Peraturan Paeraht ini, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamany 3 {tigsm) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Bp. 50.000,00 (1ima puluh
ribu rupish)

{2} Tindak Pidana sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal in1 adalah tindak pidana pelanggaran.
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KETEMTUAN PEMYIDIkAM
Pasal 13
{1} Selain Pejabat Penyigdik Kepolisian Beapublik
Iridonesis, pEnyidikan tarhadag tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peratycan Dasrah im dapst
dilakukan jugs vleh Pejabat Peanyidik Pegawal Negari
Sipal (PPENS) dilangkungan Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dz2srah yang ‘Pengangkatannya ditetapkan
sesuan dengan persturan perungang-undangan yang
Berlakus:

_—
[ £n]
Lo
g

gnyidiK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berwenang untuk

2, melakukan pemertksaan ates kebsnaran keterangan
berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan
181k jalan kendaraan bermctor;

b, melarang ataw menunda pengoperasian kendargan
bermetor yang tidak memenuby persyaratan teknis
dan l1aik jaltan;

c. meminta keterangan dan barang Blukti dari

pangemudi, em1l1k kendarsan, atsu pengusahsa

angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana Yang
men"anﬂkut persyaratan tekrnr=z dan lark 1alan

kendaraap bermcter;

d. mﬂTaHJHan genyi1taan tanda u)1 Kendaraan yang tidak
= mi

e. melakukan pemeriksaan terhadap peryzinan anghkutan
umum di terminal;

f. melakukan pemeriksaan ternadap berat kendaraan
Ceserta muatannys;

g. mempusat dan menandstangan: berita gears
EamEE L headn:

e menghentikan penmyEigikan: gpabilas tidek terdapat
cukup DURYY teniang ndanys tindask pidana yane
menyanghkat porsysratasn tekars dan 1tk jalan
sendaErasy formmier sartas porizinsh anghutan dmins

(=7 Pelgkaanien: gspyidikan ssbassinmeng dimaksid dajam
ayat (1} dan ayar (2} pasal Ini dilakukan sesual
gengan persturan psrundang—undangan vahg beriaku:

BasB wil
RETENTUAN PERAL THAN
Pasal 14
Hemberian tanda ujt sert= buku uj1r yang syudah

dilakzssnakan sebelum berlakunya Peraturan Oaerah int
masih tetap berltaky sampatr dengan diberdkan yang baru
bGergdegarken Peratiras Dasrsh $ab,
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KETUA DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH

Hal-hal yang belum diatur dalam Persturan OCaerah
iny, sSepanjang mengenal pelaksanaannys diatur kemudian
cleh XKepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Dssprah Yad mulay
diundangkan.

Agar setiap crang dapat mengetahuinys,
memer intahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ini dengan
penempatannyas dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah
Tingkat 1t Stdoarjo.

berlakly sejak tangga)
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I1.

Untuk menanggulangy permasalghan lalu Jlintas dan
angkutan yang semakin kompleks terssbut Pemerintah Daersh
perlu mengambil keb:ijakan kewenzangan Bupati Kepala Daeran
dalam rangka mengantisipasi perkembangan laly lintas dan
angkutan yang sangat cepat ttermasuk permasalahan yang
ditimbulkannya dalam kerangka goningkatan pelayanan kepzada
masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnys kepentingan
umum ¢dan  kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,
kgordinasi antar wewenang Pusat dan Daersh serta antar
Instanst, sektor dan atau unsur terkait serta terciptanya
keamanan dan Ketcrtiban masyarakat dalam penyelenggaraan
laly’ lintas dan angkutan serta dalam rangka pemenuhan
ketantuan persyaratan teknis dan laik jatan bag?
pengeoperasian kengaraan bermeoteor sekaligus mewujudkan sistem
transportast yang handal dan terpadu
Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diadakan
ketentuan-ketentuan tentang pengoperasian kendaraan bermoter
dibidang pengujian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1! Sidoarjo yang keseluruhan hal tersebut perlu
digerminkan dalam satu Peraturan Dasrah yang utuh yang juga
diatur mengenar hak, kewajiban serta tanggung jawab opsara
penyidik jasas dan para pengguna jasa dan tanggung jawab
penyec1a jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebaga: akibat
dari penyelenggaraan angkutsn jalan.

PENJELASAN PASAL DEM] PASAL
Pasasl 1 huruf a s/gd e : Cukup jelas

huruf f : Dalam pengertian ini jalan adalah
sustu praczarana perhubungan darat
dalam  bentuk apapun meliputi
segals bagian jalan ermasun
Bangunan pelengkap dan
perlengkapannys yang diperuntukkan
bagsi talu lintas umum.

huruf g : Cukdp jzilinas

huruf h : Termosuk dalam pengertian
krendasraan bermotor adalah kersta
sandensan atau  kereta tempalizn
yang di rangkairkan dengan

kendarsan bermotor.

huruf 1 : Dalam pengertian barang meliputi
barang yang bersifat ga&s, cair,
padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan
newan.
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Keharusan peruntukan kendaraan
termctor adalsh untuk mengumpulkan
data yang dapat digunakan untuk
tertib administrasi, pengendalian
kendaraan yang dieperssikan di
3alan, mempermudah penyidikan
pelanggaran atau kejzhatan yang
menyangkut kendaraan yang ber-
sangkutan soarta daltam rangka
perencanaan, rekayassa dan
manajemen lalu lintas dan angkutan
jalan dan memenuhi dats lainnya.

Lntuk menjamin a3gar kendaraan
bermotor selalu dalam rondisi
memenuni persyaratan teknis dan
latk jalan, maka ciberlakukan uj1

berkals dalam satu pericde
tertentu.,

Kewaj;iban ujt kendaraan ini  juga
perlaku terhadap kendaraan-

kKendarzan milik pemerintah.

Keterlambatan 1 (harti)} dinyatakan
terlizambat t (satu) pulan.

Cukuz jelas
Cukup jslas

Bengks! umum kendarasn bermctor
verfungs: untuk membetulkan,
mempesrbaiky dan merawat YXendaraan
bermctor agar tetap memenuhi
persyaraian teknis dan la1k jalan.

Cukup 3jejas

vyang dimaksud Kas Daersh adalah
Kas Psmerintah Daersh Kabupaten
Oasrah Tingkat 1l Sidecsrje melalui
Dinas Pendapatan Daersht Katupaten
Daerzh Tingkat II Sido=rio.

Cukup jelas



